MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I1

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI DALAM NEGER],

. bahwa Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di ‘'Ingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lanl cengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti.

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penilalan - Ca-on
Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural
eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noinor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat darl Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1379 tentang Pemberhentian

Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negerl Sipll Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018),
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pamerintah Nomor 13 Tahun
2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, .Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4194); '



Menetapkan

- Peraturan Pemerintah. Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Geji
Pegawal Negeri Slpll (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberap3a kall diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembarar
Negara Tahun 2003 Nomor 17);

[=)}

7. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural;

8. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 130 Tahun 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negerl,

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN PENILATAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II D1
LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA.

|
Pasal 1
(1) Persyaratan Calon Sekretaris Daarah Provins, Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan

‘Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan  berdasarkan Peraturan
perundang-undangan dan syarat lainnya; '

(2) Syarat lainnya sebagalmana cimaksud pada ayat (1) terdirl persyaratan
Administratif dan Wawasan Kebangsaan

(3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), vang
melipull ;

a. Calon Sekretaris Daerah Provins| yaitu :

1) Sekurang-kurangnya pernah menduduk 2 (cua) jabatan struktural
Eselon II yang berbeda;

2) Sekurang-kurangnya merniliki ifazah Sarjana Strata 1 (S1) atau
yang sederajat; :

3) Berusla setinggl-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapal batas

usia pensiun sesua dengan kebijakan yang ditetankan oieh Kenala
Daerah setempat :

a) Apabila Gubernur menetapkan kebijakun batas usia pensiun
Pegawal Neger Sipll yang menjabat sebagai pejabat struktural
eselon [ dan II hanya sampai 56 (lima puluh enam) tahun dan
tidak dapat diperpanjang lagl, maka persyaratan usia Calon
Sekretarls  Daerah Propinsi disesuaikan setinggl-tinaginya_ 1
(satu) tahun sebelum mencapal usia pensiun 55 (lima puluh
enam) tahun -

b) Apabita  Gubernur mengambil  kebljakan batas usia nensiun
Pegawal Negerl Sipil Yang menjabat sebagai pejabat strultural
aselon I dan II dapat diperpanjang sampa! dengan usla pensiun

S0 (enam puluh) tahun, maka persyaratan usia Caion Sekretasis
DaEl’ah Prnnlncf Alenrmiimilmm et -t . .-

i Ssanl (.



b. Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural

2)

3)

4)

Eselon ILb yang berbeda;

Sekurang-kurqngnya memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau

yang sederajat; ' ' '

Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencagai alas

usla pensiun sesuai dengan keblijakan Yang ‘ditetapkan olgh Kepala

Daerah setempat ;

a) Apablla Bupati/Walikota menetapkan  kebijukan batas usia
pensiun szgawal Negerl Sipll Yang menjabat sebagal pejabat
struktural eselon II hanya sampal 56 {lima puluh enam) tahun
dan tidak dapat diperpanjang lagl, maka persvaratan usia
Sekretarls - Daergh Kabupaten/kota disesuaika- setinygi-
tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapal usia pansiun 56
(lima pu'uh enam) tahun

b) Apabila Bupati/Walikota mengambll  kebijakan batas usia
pensiun Pegawal Negeri Sipil Yang menjabat sebagal pejabat
struktural eselon 11 dapat diperpanjang sampal dengan usia
penslun 60 (enam puluh) tahun, maka persyaratan usia Calon
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-
tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapal usia pensiun 60
(enam puluh) tahun

Semua unsur penilzian prestas; kerja (DP3) sekurang-kurangnya
bernilal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

¢. Calon Pejabat Struktural eselon IT d Iingkungén Kabupaten/Kota yaitu ;
1) Sekurang-kurangnya pernah menduduk; 2 (dua) jzbetan struktural

2)

3)

Eselon 11 yang berbeda;
Sekurang-kurangnya memlliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau
yang sederajat;

Berusia setinggl-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapl batys

usia pensiun sesual deigan kebljakan yang ditetapkan olef Kepa'a

Daerah setempat :

a) Apablla Buqatl/Wallkota menetapkan kebijakan batas usla
Pensiun Pegawal Negerl sipil Yang menjabat sebagal pejabat
struktural eselon 11 hanya sampal 56 (lna pulyh enam) tahun
dan tidak dapat diperpanjang lugl, maka persyaratan usla calon
eselon 1I dj lingkungan Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-
tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapal usia pensiun 56
(lima puluh enam) tahun

b) Apabila Bupati/Walikota mengambil kebljakan batag usia
pensiun Pegawaj Negeri Sipi; Yang /nenjabat sebagai pejabat
Struktural eselon 17 dapat dlperpanjang sampai dengan usia
pensiun 60 (enam puluh) tahun, maxa persyaratar, usia calon

4) Semua unsur penilaian prestas) kerja (DP3) sekurang-xurangnya
r .

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,



-

(4) Persyaratan Wawasan Kebangsaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2;
merupakan pandangan yang dimliiiki Calon Sekretaris [iaerah dalam
mewujudkan persatuan dan kebhinekaan, yang mengutarnakan
kepentingan Naslonal diatas kepentingan lokal atau Daerah, meiinut :

3. Keragaman wilayah penugasan dalam Jabatan :
1) Jabatan di lingkungan Kabupater,/Kota
2) Jabatan di lingkungan'Pemerintah Provinsi, dan
3) Jabatan di !Ingkurjlgan Departemen/Lembaga Pemerintat Mon
Departemen Tingkat: Pusat. , -
b. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenal Wewasar
1) Manajemen Pemerintahan Umum
a) Pemnerintahan Umum
b) Pengawasan
¢) Kependudukan
d) Sumber Daya Aparatur
2) Manajemen Pemerintahan Daerah
a) Otonomi Daerah
b) Pembangunan Daerah
c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d) Keuangan Daerah
¢. Pengalaman sebagal pembicara/narasumber dalam seminar/ lokakarya
tingkat reglonal, Dalam Negerl dan Luar Negeri mengenal wawasan :
1) Manajemen Pemerintahan Umum
a) Pemerintahan Umum
b) Pengawasan
¢) Kependudukan
d) Sumber Daya Aparatur
2) Manajemen Pemerintahan Daerah
a) Otonoml Daerah
b) Pembangunan Daerah
¢} Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d) Keuangan Daerah
d. Pokok-pokok pikiran strategls Politik Dalam Negerl, berupa :
1) Buku -
2) Karya Tulis/Makalah

Pasal 2

(1) Penilaian Calon Sekretaris Daergh Provins, Kabupaten/Kota dilakukan oleh
Mente:] Dalam Negerl atas usul Gubernur,

(2) Penilaian Calon Pejabat Struktural eselon II d lingkungan Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Gubernur;

Pasal 3

(1) Penllalan  Calon  Sekretaris Dacrah Provinsi dan Kabuparten/Kaota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdi dari :

a. Penilaian Administratif, meliputi kepangkatan, Pendidikan dan Pelatiian
Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, , Pendidikan dan
Pelatihan Teknls, Pendidikan dan Pelatihan Fungslonal, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), . Daftar Peni'aian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3),
dan Disiplin; I

b. - Penilalan Wawasan: Kebangsaan, meliputl  Keragaman wilayah
penugasan dalam jabatan, Pengalaman Dikiat Datam Negeri/Luar
Negeri, Pengalaman - sebagal pembicara/narasumber dalum
seminar/ lokakarya tingkat regiona', Dalam Neaerl dan !iiar Namoe



!
;5'7 .

(2) Penilalan Calon Pejabat Struktural esclon I di lingkungan Kabupaten/Kota
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mellputi kepanykatan,
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat
Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan aan Pelatihan
Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pz=laksanaan
Pekerjaan (DP3), dan Disiplin; ‘

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan penlialan yang obyektf, Calon Sekretaris Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategls;

(2) Penilaian pemaparan réncana strategis Calon Sekretarls Daeruh Proving|
dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negerl, dun Calon
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tirm yang dibentuk oleh
Gubernur

(3) Penilalan Pemaparan rencana strategis sebagalmana dimaksud pada ayat
(1), meliputi ; .

a. kemampuan menylkapl kondis! teritorlal dan ruang lingkup MKRI
. (Hubungan antara Pusat dan Daerah);

'b. pandangan terhadap penyelengoaraan Otonom, Daerah;

C. visi dan misl sebagal Sekretaris Daerah;

d. kemampuan untuk berkoordinasl dan berkomunikasi dalam organisasi,

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil penllalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), Menteri Dalam Negerl mengambil kebljakan :
3. mengusulkan Calon Sekretaris Daerah Provinsi kepada Presiden untuk
ditetapkan;
b. menyampaikan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada
Gubernur untuk ditetapkan, :

(2) Berdasarkan hasil penlfalan sebagalinana dimaksud calam Pasal 2 ayat
(2), Gubernur menyampalkan Calon Pejabat Struktural eselcn 11 di
lingkungan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wallkota untuk ditetapkan,

Pasal 6

Bentuk Naskah penilaian Calon Sekretaris Daerah Provins| dan.Kabupaten/Kota
serta calon Pejabat Struktural eselon II lainnya dl lingkungan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam ‘ampiran 1, 11, 111, 1v,
V, dan VI keputusan Inl.

Menteri Calam Negerf Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daeral) Kabupaten/Kola serta
Pejabat- Struktural Eselon II i Ingkungan Pernerintah Kabupatan/Kota,
dinyatakan tidak berlaky, '

Pasal 8
Peraturan Ini mulal berlaky pada tanggal ditetapkan,

Ditetapian df “Jajarta

: pada tanggal- -<0:Januar! 2005
o “_, . N -.)"‘.‘

. .-" FMENTFRT: AT RM  miemrens
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| LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
1 NOMOR  : 5 TAHUN 2005

| TANGGAL : 20 Januail 2005

)
i

PEDOMAN PENILAYAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

- PENILAYAN PERSYARATAN ADMINiSTRATIF
. Kepangkatan

Penllalan Ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku
yaknl PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagalmana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun
2002, makin tinggl dan memenuhl syarat pangkat yang dimillki, makin tinggi Skalanya.

No. | Pangkat/Golongan Ruan _ _|_Skala
1. | Pembina U:ama (1V/e) : 4

2. | Pembina Utama Madya (Iv/d) .3
3. | Pembina Utama Muda (1V/c) 2__ ]
4. | Pembina Tingkat T (IV/b) _ 1 !

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Penilaian didasarkan pada Diklat Kepemimplinan vang dimitlk.

No. | Diklat Kepemimpinan Skala |
1. Diklatpim Tk I /SPATI/SESPA ! 4
2. Diklatpim Tk II/SPAMEN ; 3 -
. Pendidikan :

Penilalan didasarkan pada pendidikan formal vang dimilikl, '
No. | ljazah _[_ Skala
1. | Doktor (S3) - ‘ 4|
—

2

2, Magister (S2)
3. Sarjana (S1)/ D Iv

- Riwayat dan Relevans;j Jabatan

Penilaian didasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struk.ural maupun non struktural,
pada unit organisasi yang berbeda.

No. | Pernah mendudukl , Skala

1. |4 {abatan struktural Eselon 11 atau lebih 14

2. | 3 jabatan struktural Eselon II - : 3

3.__| 2 jabatan struktural Eselon I - 2
- 1]

4. _ {2 jabatan struktural Eselon II sejenis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimilikl dengan total Jam pelajaran
minimal 30 fam, '

No. Teknls _ Skala |-
1. IS kall mengikuti dikiat teknis yang berbeda atau lebih 4
2.1 4 kall mengikuti dikiat teknis yang berbeda ' 3

3. | 3 kall mengikutl diklat teknis yang berbeda 2

4. | 2 kall menglkutl dikfat teknis yang berbeda i

+ Pendidikan dan Pelatihan Fungsional,

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran
minimal 30 jam, :

No. Fungsional Skala
1. | 5 kall mengikuti diklat Fungslonal atau leblh
2. | 4 kall menglkut] diklat Fungslonal
3. | 3 kali menglkuti dikiat Fungslonal
4. | 2 kall menglkuti diklat Fungsional

Nefim ¥, ¢ «- .

[l LS R [ ¥33 H.N




8. DP-3 ‘ .
No. - DP-3 : Skala |
1. Setlap unsur bernilal amat baik 4
2. Setlap unsur bernllal balk ° 3
3. | Setlap unsur rata-rata bernilal balk 2 __l
9. Disiplin L
No, - Dlslplin
1, Pernah dijatuhl hukuman disipiin berat
2. Pernah dijatuhi hukuman disiplin- sedan
3. Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan
4,

Tidak pernah dijatuhl hukuman disipiin

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN
1. Ruang Lingkup Perjalanan Karler !

No. Ruang Lingkup Perjalanan Karir Skala |
1. | Dua atau lebih di tingkat Provinsi/Pusat ~ 4
2. [Dua atau lebih Kabupaten/Kota daiar satu Provinsi dan atau 3

Provinsi Lain ; ' .
3. | Dua Kabupaten/Kota dalam sath Provinsi 2
4. _{ Satu Kabupaten/Kota dalam £aty Provinsi 1

2. Pengalaman Diklat Dalain Negeri/Luar Negerl Mengenai Wawasan ;
2. Manajemen Pemerintahan Umum meliput) substans| pembinaan Pemerintahar,
Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
b. Manajemen Pemerintahan  Daerah meliputl  substans] Otonomi Daerah,
Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No. | Jumlah Dikiat Dalam Negerl/Luar Negerl Yanq Dilkut] _Skaia
1. | Lebih darl 8 / Lemhanas (KRA) : 4
2. | 6~ 8 Dalam Negerl dan atay Luar Neger| 3 __
3. _| 3~ 5 Dalam Negeyi dan atau Luar Negeri - Z
4._11-2 Dalam Nege:l dan atau Luar Neger| 1

3. Pengalaman Sebagal Penyaji Semiqar/l.okakarya/ Diskusi Tingkat Reginnal,
- Dalam Negeri dan Luar Negerl mengenai wawasan

2. Manajemen Pemerintzhan Umum  miellputi substansi pembinaan Pemerintahan

Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substans' Otonom| Daerah, Pembangunan
Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No. | Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Regional, Dalam Negeri Skola
Dan Luar Negeri ‘

9 atau lebih Dalam Negerl dan atau Luar Negeri 4

6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri 3

3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Neger] 2

1 - 2 Dalam Negeri

B[

-

Untuk bahan penilaian, makalah semlnar/bghan yang disajikan harus disertakan sebagal
lampiran blodata, '

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No. Buku/Karya Tulis/Makalah: TS
8 - 10 Boukis/Karmria Tolic/Aintonio
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C. PENILAIAN RENCANA STRATEGIS |

1. Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRY (Hubungan
antara Pusat dan Daerah)

No. | Kemampuan menyikapl kondisl teritorial dan ruang lingkup NKRI
(Hubungan antara Pusat dan Daerah)

1. | Inteqritas terhadap NKRI 100%

2. | Integritas terhadap NKRI 75% dan Regional 25%
3. | Integritas terhadap NKRI 50% 'dan Reglonal 50%
4._| Integritas terhadap NKRI 25% ].dan Reglonal 75%

N
D
Y

o

[l [ JLES§ . N

2. Pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daeryh

No. | Pandangan terhadap penyelengaaraan Otonoml Daerah - Skaula
1. [ Memahaml konsep dan Implementas| penyelenggaraan otonomi 9

daerah secara menyeluruh _
2. | Memahami 50% konsep dan implementas] penyelenggaraan 3
otonomi daerah
3. | Memahami 25% konsep dan impiementasi Penyelenggaraan 2
otonoml daerah
4. | Memahami konsep dan Implementasi penyelenggaraan otonomi 1

daerah secara sektoral '

3. Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah

No. | Visl dan misi sebagal Sekretaris Dasran | “Skala |

1. | Lengkap, rincj, dengan tahapan prioritas Yang sistematis dan 4
aplikatif :

2. | Lengkap, rinci, sistematls namun tidak mempertimbar gkan prioricas | 3 |
dan aplikatif

3. | Lengkap, rinci, sistematls dan tidak aplikatif 2 |

4. | Lengkap, tidak rincl, tidak sistematis dan tidak aplikatif 1

4. Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi
No. | Kemampuan untuk berkoordinasl dan  berkomunikasi dalam | Skalz )

organisas} |

1. | Mampu membagl tugas dan tanggungjawab  seria mampu 4
mengerahkan unit kerja lainya untuk Pencapalan target yang

optimal. '

2. Mampu;membagl tugas dan- tanggungjawab, nhamun kurang 3
Mmampu mengerahkan unjt kerja lalnya untuk Pencapalan target

Yang optimal. '

3. | Memahami tugas dan tanggungjawab, tetapl tidak mampu 2
meﬂnge:'ahkan unlt kerja Ialnnyra untuk pencapaian target yang

optimal. -

4. | Tidak memahami tugas dan tanggungjawab, serta unit k2rja lainya, 1 1
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| LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DA AM NEGERI
NOMOR  : 5 TAHUN 2005
| TANGGAL : 20 Januarl 2005

PEDOMAN PENILAYAN CALON SEkRE1'ARIS DAERAH KABUPATEN/ KQTA

A. PENILAJAN PERSYARATAN ADMINISIT'RATIF

1'

3.

Kepangkatan . o
Penllalan inl didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku

yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagalmana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun

2002, makln tinggl dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggl Ska'anya.

No. | Pangkat/Golongan Ruang Skela ]
1. | Pembina Utama Madya (Iv/dy . ... — 4_ |
2. | Pembina Utama Muda (1V/c) 3 _J
3, | Pembina Tk. T (1V/b) ‘ 2

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dlmlllkﬁl.

No. | Diklat Kepemimpinan | Skala
1. | Diklatpim TX 1/Spatl/Sespa 4
2. | Diklatpim Tk II/Spamen : ' 3
3. | Diklatpim Tk 111/Spama : : 4 2
Pendidikan ! |
Penllaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimlliki, _
No. [ Ijazah 1 Skala
1. | Doktor (S3) [ 4
2. | Magister (S2) 3
3. | Sarjana (S1)/ D 1V 2

Riwayat dan relevansi jabatan

Penilalan berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural,
pada unit organisas| yang berbeda. ,

[ No. [ Pernah menduduki Skala |
1. |3 jabatan struktural Eselon IT atay Jebih 4
2. 2 fabatan strukturaf Eselon IT 3]
3. __| 1 jabatan struktural Eselon I1 5 _ 2
4. |3 jabatan struktural Eselon 1] 1 _j

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 70
jam,

No Teknis Skala |
1 3 kali mengikutl diklar, teknis Yang berbeda atay lebih 4
2 4 kall menglkuti diklat teknis yang berbeda 3
3 3 kall menglkut! diklat teknis yang berbeda 2
4 2 kall mengll:uti dikiat teknis yang berbeda 1_7

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Dlklat Fungsional yang dimiiiki dengan total pelajaran
minimal 70 jam,

No Fungsional Skala l
1 4 kall mengikut] diklat Fungslonal atau lebih - 4

2 3 kall mengikuti diklat Fungsional 3
3 2 kall mengikut] diklat Fungslonal 2

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) :
No. DUK P
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8. DpP-3
No. ; DP-3 | _!W_Skaluf
1. Setlap unsur bernilal amat baik - 4
2, Setlap unsur bernilai balk —_—
3. Settap unsur rata-rata bernilai balk ‘ 2

9. Disiplin
No, Dislplin Skaly
1, Pernah difatuhi hukuman disiplin berat -4
2. Pernah dliatuhi hukuman disiplin segang -3
3. _ | Pernah dlfatuhl hukuman distplin ringan 2
4. ] Tidak pernah dijatuh hukuman disiplin 0 |

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN
1. Ruang Lingkup Perjalanan Karier

No. __Ruang Lingkup Pe alanan Karir Skaia

1 | Lebih darf tiga Unit Kerja dalam saty Kabupaten/Kota dan atou 4
kabupaten /Kota 1ain/Provinsl serta Pusat

2_| tiga Unit Kerja dalam saty Kabupaten/Kota 3
3_| dua Unit Kerja dalam saty KabLipaten/Kota 2
4_ i Hanya dalam satu Unit Kerja dalam saty Kabupaten/Kota 1]

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negerl mengenai wawasan :
a. Manafemen Pemerintahan Umum  meliputi substansl pembinaan Pemerintahan
Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
b. Manajemen Pemerintahan  Daerah meliputi  substans Otonoml Dacran,
Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ‘

No | Jumlah Diklat Dalam Negerl/Luar Negeri Yang Diikut .| Nilai ]
1 | Leblh dari 8 JLlemhanas ‘ 4

2 _| 6 -8 Dalam Neger! dan atau Luar Neger 3
3_| 3 ~5Dalam Negerl dan atau Lyar Negeri ‘ 2
4 _|1-2Dalam Negeri dan atau Luar Neger| 1

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Semlnar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional
~ mengenal wawasan :
a. Manajemen Pemerintahan Umum mellputl  substang] pembinaan Pemerintahar,
Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substans] Otonom] Daerah, Pembangunan
Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan D=s3

No | Penyai Seminar / Lokakarya / Diskus] Nasional Skala
1 |9 atau lebih Dalam Negerl dan atdu Luar Negerl 4
2_| 6 =8 Dalam Negerl dan atay Luar Necerl 3
3 | 3-5Dalam Neger! dan atau Lyar Negeri : 2
4 [1-2Dalam Neger} : 1

Untuk bahan penilalan, makalah seminar/bahan yang ~'chajlkan harus disertakan
sebagal lampiran blodata, o : ‘
Pokok-pokok pikiran strate is politik Dalam Negeri
[No Buku/Karya Tulis/Makalah Skala |
’ 1 | 8-10 Buku/Karya Tulis/Makafah T a ]

2 15=7 Biknflanm Fmi-mem i
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C. PENILAIAN RENCANA STRATEGIS

1. Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan
antara Pusat dan Daerah) -

No. | Kemampuan menyikapl kondis! teritorial dan ruang lingkup NKRI| Skala
(Hubungan antara Pusat dan Daerah)

1. | Integritas terhadap NKRI 100% _ 4

2. | Integritas terhadap NKRI 75% dan Reglonal 25% 3

3. | Integritas terhadap NKRI 50% dan Reglonal 509% 2

4. | Integritas terhiadap NKRI 25% dan Reglonal 75% 1

2. Pandangan terhadap penyelenggardan Otonomi Daerah

No. | Pandangan terhadap penyelenggaraan Otoriom| Caerah S«ala

1.  Memahami konsep dan Implementasi penyelenggaraan otonomi 4
daerah secara menyeluruh i J

2. | Memahami 50% konsep dan Implementasi penyelenggarazan 3

otonom| daerah

3. | Memahami 25% konsep dan implementasi penyelenggaraan 2
otonom| daerah .

4. | Memahami konsep dan Implementasl penyelenggaraan otonomi 1
daerah secara sektoral ;

3. Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah

No. | Visl dan misi sebagal Sekretaris Dacran Skala |

1. i Lengkap, rind, dengan tahapan prioritas yang sistematls dan 4
aplikatif ’

2. | Lengkap, rincl, sistematis namun tidak mempertimbangkan prioritas 3
dan aplikatif

3. | Lengkap, rincl, sistematis dan tidak aplikatif 2

4. | Lengkap, tidak rindl, tidak sistematis dan tidak aplikatif 1

4. Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunlkasi dalam orqganisasi

No. [ Kemampuan untuk berkoordinasl dan berkomunikasi  dalam Skala |
organisasi

1. i Mampu membagl tugas dan. tanggungjawab serta mampy | 4
mengerahkan unit kerja lainya untuk Pencapalan target yang

optima). : :

2. | Mampu membagl tugas dan tanggungjawab, namun kurang 3
mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapalan target

yang optimal,

3. | Memahamj tuga§ dan tanggungjawab, tetapl tidak mampu 2|
met?ge;'ahkan unit kerja lainya : untuk Pencapaian target yang

optimal,

4. | Tidak memahami tugas dan tangghngjawab, serta unit kerja lainya, 1
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LAMPIRAN Vv PERATURAN MENTERI DALAM‘ NEGER]
NOMOR ¢ S TAHUN 200%
I TANGGAL : 20 Januar 2005

PEDOMAN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON XX
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA :

- Kepangkatan

peraturan perundang-Undangan yang berlaku
yaknl PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana teluh diubah dengan PP Nomor 13 Tahun
2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimlili+1, makin tirggl Skalanya,

No. [ Pangkat/Golongan Ruang - |_Skala
1. Pembina Utama Madya (Iv/d) 4

2. Pembina Utama Muda (1v/c) l__3

3. Pembina Tk, I (Iv/b) 2

4. Pembina (1V/a) ' -1 ]

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Penllalan didasarkan pada Dikiat Kepemimpinan yang dimiliki.

No. | Diklat Kepemimpinan . Skalz
1. Diklatpim Tk I/Spati/Sespa _ 4
2. _ | Diklatpim Tk Il/Spamen - 3
3. Diklatpim Tk 1TI/SPAMA . 2
. Pendidikan ’
Penlialan didasarkan pada pendidikan formal yang dimliik] .
l:No. Hazah _ Skala
1. | Doktor (S3) 4
LZ. Magister (52) 3]
3. _!Sarjana (S1/D1v . 2_

Riwayat dan relevansi jabatan

Penilalan didasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struktural maupun non struktural,
pada unit organisas yang berbeda. ,

No. | Pernah menduduki Skala |
L. | Jabatan struktural Eselon II 4_1
2. | 2 jabatan struktural Eselon III' atau lebih 3
3. | 2 jabatan struktural eselon 11T sejenis 2
4. | 1 jabatan struktural Eselon IiI _ 1 ‘J

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan

: total pelajaran minimal 70
Jjam.

[No Teknls Skala_
1 S kall menglkuti dikiat teknis yang berbeda atau Jebih 4
2 4 kall mengikuti dikiat teknis yang berbeda 3

| 3 3 kall mengikuti dikiat teknls yang berbeda 2
4 2 kall mengikuti dikiat teknis yang berbeda 1
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Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan
minimal 70 jam.

pada Diklat Fungsional yang dimliki dengan total p2lajaran

No. Fungsional — | Skela ]
L. |5 kall menglkutl diklat Fungsional atay leblh 4
2._ | 4 kall mengikuti dikiat Fungslonal 3
3._ | 3 kall menglkuti diklat Fungslonal 2
4. | 2 kall mengiuti diklat Fungsional 1
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
No. DUK_ . | Skala ]
L. | Mendudukl DUK urutan pertama dari tiga calon 4 ‘
2. | Menduduki DUK urutan kedua dari tiga calon 3__
3.__| Menduduki DUK urutan ketiga darl tiga calon 2 I
DP-3
No. ___ bbbz Skala |
1. | Setlap unsur bernila] amat baik 4
2. | Setiap unsur berniial baik 3
3.__| Setiap unsur rata-rata bernilai baik 2 q_j
Disiplin '
No. Disiplin ] | Skala |
1. _ | Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat 4
2. | Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang 3
3. _ | Fernah diatuhi hukuman disipiin ringan -2
4. 1 Tidak pernah dijatohi hukuman disiplin G
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LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER] DALAM NEGZRI
NOMOR : 5 TAYUN 2005
TANGGAL : 20 JanJarl 2205

BIODATA CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. Identitas Pegawai
1. Nama
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir '
4. Jenls Kelamin :
6. Agama
7. Jenls kepegawaian
8. Alamat Rumah
9. Pangkat Terakhir
10. Jabatan Terakhir :
11. Instansl Tempat Bekerja N

12, Unit Kerja
B. Riwayat Kepangkatan
[ Pej
ejabat yang
No., GP?ngkat/ T™MT Surat keputusan Menetapkan
olongan T
i Ruang Nomor Tanggfl |
7
C. Riwayat Jabatan ‘
No. Jabatan Eselon | TMT Jabatan | Surat Keputusan Pejabat Yg
: Nomor_| Tanggal 1 _Menetapkan
D. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Umum
No. | Jenjang dan Nama Sekolah/ . | Nama Kepsek/ STTB/lazh |
Jurusan Akademi/Perguruan Direktur/Dekan/ Nomor Tanggal |
Pendidikan Tinggl Ketua/Rektor ~ o
.
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2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No. | Nama Diklat Tempat dan Angkatan/ Lama STTPP
Penyelenggara Tahun Pendidikan | Nomor | Tanggal
Diklat '
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
No. | Nama Diklat Tempat dan Angkatan/ Lama STTPP
Penyelenggara | Tahun Pendidlkan | Nomor | Tanggal
Diklat
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis'
No. Nama Diklat Tempat dan | Angkatan/ Lama STTPP
Penyelenggara | Tahun Pendidikan | Nomor | Tanggal
Diklat '
S
E. Daftar Urut Kepangkatan
No. Tahun Urutan/peringkat daiam DUK
F. DP-3
No. Tahun Pejabat Penilal Atasan Pejabat Penilal Nilai
G, Disiplin .
No. Tahun Tingkat Hukuman Jenls Hukuman Disiplin
Disiplin
H. Ruang Lingkup Perjalanan Karier
No. Jabatan Eselon | TMT Jabatar | Surat Keputusan Pejabat yg
Nomor | Tanggal | Menetankan
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I. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/ Lua} Negeri mengenal wawasan Manajemen

Pemerintahan Umum dan Daerah

No. | Nama Dikiat Tempat dan Angkatan/ Lama STTPP
Penyelenggara Tahun Pendidikan | Nomor | Tanggal
Diklat

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional
mengenal wawasan Manajemen Pemerintahan Umum dan Daerah

Peran dalam
No | Tempat Seminar Judul Makalah Tahun Seminar/
Lokakarya/Diskusl
K. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No Judul Buku/Karya Tulls/Makalah Tahun

MENGETAHUI CALON PEJABAT

PEJABAT YANG BERWENANG YANG AKAN DINILAI .
TTD TTD
NAMA JELAS NAMA JELAS

e\
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